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ARBSTRAKSI

PERLINDUNGCAN HUKUM TERHADAP SAKS! PELAPOR DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI1
(Studi Kasus Kcjaksaan Negeri Medan)

OLEH

ERTIANA
NIPM : 02 840 0065
BIDANG HUKUM PIDANA

Pembahasan skripsi ini adalah 1cnlang perlindungan yang dibenkan oleh
hukum kcpada orang sccara pribadi maupun kelernbagan sciclah saksi tersebut
mclaporkan terjadinya suatu tindak piclana hesupa perbuatan korupsi. Praktek hukum
di Indonesia helum memiliki undang-undang khusus daiam hal pclaksanaan
perlindungan saksi. tetapi masih terpisah-pisah baik itu dalan. KUMHAP maupun
Undung-lJndang Tipikor. Undang-Undang No. |3 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban jadi penulis dalam bagian ini merasa tertank untuk mcngetengahkan
pelaksanaan perlindungan sakst dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan
Indonesia. Pcnulis juga merasa tertaiik perihal keadaan hukum di Indonesia khusugnya
dalam pemberatasan tindak pidana ko'upsi karena dapat mendudukkan saksi pelapor
sebagat pesakitan dalam kasus korupsi. Dalam pembahasan int juga penulis berupaya
untuk mencan tentang praktek-praktek yang kurang memhcrikan respon dalam hal
perlindungan saksi. sehingga masyarakat menjadi malas untuk bersaksi ataupun
melaporkan telah terjadinya suatu tindak pidana korupsi.

Dalam penelitian ini diajukan nimusan masalah: Bagaimana sistctn hukum di
Indonesia dalam hal pelaksanaan pemberian perlindungan kepada saksi pelapor sena
apakah praktek hukum dewasa ini memherikan konstrihusi terhadap perlindungan
saksi pelapor dalam kasus korupsi.

Penclitian skripsi ini dilakukan dengan cara penelitian secara kepustakaan dan
penelitian lapangan pada Kejaksaan Negeri Medan. Setelah dilakukan penelitian maka
diketahui bahwa Pcrlindungan hukum tcrhadap saksi pelapor tinda% pidana korupsi di
wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam belum berjalan sebagaimana
diharapkan semua pihak khususnya saksi pclapor sendiri, karcna edanya upaya-upays
yang dapat dibenarkan oleh instansi hukum itu sendiri untuk menjerat saksi pelapor ke
depan meja hijau. Faktor-faktor yang menyebabkan diberikannya perlindungan
terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi di wilayah hukum pengadilaa
Negeri Lubuk Pakam adalah meliputi :

a. Kepentingan lembaga-lembaga terkait dalam pemberantasan korupsi dimana
dcngan adanya pelaksanaan perlindungan saksi pelapor maka akan memberikan
efektivitas bagi kinetja instanst tersebut,
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b. Bagi pelapor sendiri, dimana dengan adanya pelaksanean perlindungan saksi
pelapor maka ia tidak akan khawatir terjadi hai-hal yang kurang baik bagi dirinye
di betakang han, seperti kekerasan, atau ia dituntut ke depan pengadilan, dan lain-
lainnya, karena dengan adanya periindungan saksi maka hal tersebut bevani si
saksi pelapor merasakan dirinya dilindungi undang-undang.
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BAR

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu mesalah pasional dan sebpai kejahatan yang
menghammbatl  kelancaran  pembangunan, di samping merupakan  tindakan
penyelewengan tethadap norma atau kaidah hukum yang berlaku dan nonna sosial
lainnya. [)i mana selama kurang lebih tiga dasawarsa karupsi merupskan akihat yag
sukar ditanggulangi. oleh kurena masulah koropsi, harus ditanggulimgl oleh aparul
terkan.

Indonesia sendiripun tidak terlepas dan permiasatahan kowupsi. Sampan
sekarang Indonesia belum bisa lepas dari pertnasalahan korupsi ini. walaupun telah
banyak peraturan dan undang-undang yang dikejuarkan untuk membemntas semakin
melajunya tingkatl kuslitas dan kuantitas kejahatan korupsi ini. Beberapa undang-
undang tclab dikeluarkan yailu Undang-Undang No. 3 Tahun (97§ tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Kerupsi. Undang-undang ini tampaknya kurang efektit
untuk menjerat para koruptor sehingga dikeluarkan lagi undang-undung yang baru
untuk mengatasi kekurang-efekufan undiang-undang yang lama )Ialm Unclang-Undang
No. 31 Tahun 1999 Tentang Pen Yerantasan Tindak Pidana Kaorupsi yang kemudian
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tabun 2001. Tentang Perubahan Aths
Undang-Undang Nemer 31 Tahun 1999 Tentang Pcmberantasan Tindak Piduna
Korupsi dan diharapkan dengan undang-undang terakhir bisa menjad alat yang ampuh

untuk memberantas korupsi, juga telah dikeluarkan Unciang-Undang No. 30 Tahun
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N
2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupss

Korupsi itu sendiri adalah suatu penyakil datum masyarakat khususnya dalam
tubuh negara karera akibat dati penyakil i dapat menghambat lajunya roda
pembangunan sekaligus mengwangi wibawa pemenatah di mata masyarakat, maka
perlu diberantas dengan tuntas.

Sejalan dengan hangalnya pembicaraan temang masatah Xorupsi iei din
dibubungkan dengan aturan pidana yany ada di lndonesia, maka salah sat penegal.an
hukum pidana dalam pemberuntasan tinduk pidena korupss adalab i falud pekaksanacn
perdindungan hukuamn terhadap saksi pelapor atas tindak pic.ii kosupsi

Tetapi apabila dilthat dari prakicknya maka t¢chha: kurangnya pefaksanaan
perlindungan terhadap saksi pelapor. hal ini disebabkan banyak terlihat dalam
pengungkapan kasus-kasus koripsi. seringkali saksi pelapor dihadapkan pada
beberapa kendala yang terkadang memberikan kondisi pada saksi pelapor untuk
dihadapkan pula ke depan meja hijau karena penccmaran nama baik. Undang-Undang
No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 1.iaupun kaedali-kaedah
lainny" dilcmukan hal-hal yang memberikan peclindungan bagi salici pelapor namun
kenyataannya keadaan \crsebut belum jclas dalam prakieksiva. khususpya teelihat
dalam Pasal 4 nya “Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa ama:
kepada Saksi dan/atau Korhan dalam memberikan keteranpsn pada setiap proscs

peradilan prdana™.
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